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peradilan pidana menyebabkan timbulnya kejahatan apalagi tindak pidana korupsi.
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penyebab gagalnya pemberantasan kejahatan. Hubungan yang terpadu antara polisi, jaksa dan hakim
dalam sistem peradilan pidana merupakan hal yang sangat penting artinya yaitu dalam penyelesaiaan
perkara pidana pada tahap pra-ajudikast.

4. Tulisan dalam artikel ini ada hal baru yang ditawarkan, bahwa perlu adanya sinkronisasi pelaksanaan
penegakan hukum dikalangan subsistem-subsistem. Jika keterpaduan subsistem-subsistem dalam
sistem peradilan pidana tidak terwujud, masyarakat dapat beranggapan bahwa sistem peradilan pidana
menyebabkan timbulnya kejahatan.
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